TATA CARA
MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Setiap warga negara berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

@ PEMOHON mronunsn\ ‘¢ 9 PPIDMENERIMA ) f‘j PPID MEMPROSES
PERMINTAAN “" PERMINTAAN

PPID memproses
permintaan informasi
publik paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja
dan dapat diperpanjang
7 (tujuh) hari kerja
dengan pemberitahuan
tertulis.

Pemohon mengajukan
permintaan informasi
publik kepada PPID *
Kesbangpol melalui
datang langsung,

telepon/whatsapp,
atau media lainnya.

.

PPID mencatat dan
memberikan tanda
terima permintaan
informasi kepada
pemohon.

a INFORMASI DIBERIKAN INFORMASI TIDAK DIBERIKAN

Jika informasi yang diminta
termasuk informasi yang
dikecualikan, PPID akan
menyampaikan alasan
penolakan secara tertulis
kepada pemohon.

Jika informasi yang diminta
merupakan informasi publik
yang dapat diberikan,PPID
akan memberikan informasi
kepada pemohon.

KEBERATAN TANGGAPAN KEBERATAN

Jika pemohon tidak puas atas jawaban/penolakan,
pemohon dapat mengajukan keberatan kepada
Atasan PPID Kesbangpol paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban/
penolakan.

Atasan PPID memberikan
tanggapan atas keberatan tersebut
paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya keberatan.

>

r PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jika pemohon masih tidak puas, pemohon dapat mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi
sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DAPAT DIHUBUNGI

Sl ATASAN PPID KESBANGPOL
e Bertanggung jawab atas tanggapan keberatan
‘ { atas permintaan informasi publik.
L L PPID KESBANGPOL b T Y
PP'D KESBANGPOL @' Bertanggung jawab menerima, memproses, | 7g .; .I
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ® dan memberikan informasi publik. r
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
i
l . KONTAK YANG DAPAT DIHUBUNGI | @, :‘;0” I.i‘;' "“RFORW’LS‘ e
enyelesaikan sengketa informasi publi
(+62) 81349631213 i’;f apabila pemohen tidak puas.
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